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ABSTRAK

Kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidupnya salah satunya
adalah makanan dan minuman. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama
Islam sangat penting untuk memperhatikan aspek kehalalan produk yang
diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal. Dalam Al-Qur’an menetapkan standar
makanan dan minuman halal, meliputi bahan, penyajian, dan proses persiapan harus
sesuai dengan ajaran agama. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan
mengenai sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal merupakan suatu proses klarifikasi atau
memberikan ketegasan terhadap produk-produk yang memiliki ketidakjelasan
terkait kehalalannya. Pendaftaran sertifikat ini penting untuk memberikan kepastian
kepada konsumen dan memiliki manfaat ekonomis bagi produsen, karena
meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis mengenai aturan hukum tentang sertifikasi halal dalam bisnis kuliner
serta bagaimana kesadaran hukum pelaku bisnis kuliner di Kabupaten Sleman
terhadap aturan hukum sertifikasi halal.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan
pendeketan penelitian yuridis empiris untuk memahami implementasi hukum
dalam praktik dan sifat penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian kualitatif
dengan metode deskriptif. Pendekatan yuridis empiris adalah penggunaan data
primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.
Pengambilan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah melakukan
wawancara terhadap para pelaku usaha dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa, aturan hukum tentang
sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta/Kerja menjadi- Undang-Undang Pasal 48. Di
Kabupaten ;Sleman, pelaku. usaha. kuliner ymikro, masih.banyak yang belum
sepenuhnya  mengimplementasikan aturan  sertifikasi® halal;, sedangkan usaha
menengah menunjukkan kepatuhan yang lebih baik terhadap sertifikasi halal.
Banyak dari pelaku usaha bisnis kuliner. menunjukkan tingkat kesadaran hukum
yang cukup baik serta menganggap sertifikasi halal adalah hal yang penting bagi
usahanya. Namun, beberapa pelaku usaha kategori mikro enggan membuat
sertifikasi halal karena tidak mengetahui prosedural yang harus dilalui dan merasa
tidak memiliki waktu untuk membuat sertifikasi halal. Berbeda dengan para pelaku
usaha yang tergolong dalam kategori kelas menengah ke atas umumnya telah
memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka tawarkan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Bisnis Kuliner, Kesadaran Hukum,
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ABSTRACT

One of the basic human needs for survival is food and drink. Indonesian people, the
majority of whom are Muslims, are very important to pay attention to the halal
aspect of the product which is realized in the form of a halal certificate. The Qur'an
sets standards for halal food and beverages, including ingredients, presentation, and
the preparation process must be in accordance with religious teachings. The
Indonesian government has established regulations regarding halal certification in
Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Halal certification
is a process of clarifying or giving assertiveness to products that have uncertainty
regarding their halalness. Registration of this certificate is important to provide
certainty to consumers and has economic benefits for producers, because it
increases consumer confidence. This study aims to examine and analyze the legal
rules regarding halal certification in the culinary business and how the legal
awareness of culinary business actors in Sleman Regency towards the legal rules of
halal certification.

The type of research in this thesis is field research with an empirical juridical
research approach to understand the implementation of law in practice and the
nature of this thesis research using qualitative research with descriptive methods.
The empirical juridical approach is the use of primary data obtained directly from
the community through field research. Retrieval of legal materials used for this
research is to conduct interviews with business actors in the culinary business in
Sleman Regency.

The results of this study are as follows that, the legal rules regarding halal
certification have been regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal
Product Guarantee as amended by Law Number 6 of 2023 which stipulates
Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation
into Law Article 48. In Sleman Regency, there are still many micro culinary
business actors. who have ‘not ‘fully! implemented rhalal certification rules, while
medium-sized businesses show better compliance with halal.eertification. Many of
the culinary business actors show a fairly good level of legal awareness and
consider halal certification to be important for their business. However, some micro
category business actors are reluctant to make halal certification because they do
not know the procedures that must be followed and feel they do not have time to
make halal certification. In contrast to business actors belonging to the middle and
upper class categories, they generally have halal certification for the products they
offer.

Keywords: Halal Certification, Culinary Business, Legal Awareness.
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“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan
janganlah berputus asa”
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A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Makanan dan minuman adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia
bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup serta keseimbangan fisik yang
memadai. Dalam konteks masyarakat Muslim, aspek kehalalan atas suatu
produk makanan atau minuman menjadi sebuah pertimbangan yang sangat
esensial. Dalam Islam, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam
mengkonsumsi makanan dan minuman yang dianggap halal.

Alqur'an menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang
dikonsumsi oleh umat Muslim harus memenuhi standar tertentu yang
ditetapkan dalam ajaran agama. Penyajian, bahan-bahan yang digunakan,
dan proses persiapan makanan dan minuman harus sesuai dengan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an maupun hadist. Prinsip-
prinsip ¢int smelibatkan s pengecualian jatas;beberapa jenis makanan dan
minuman tertentu yang dianggap najis atau haram, serta menekankan bahwa
pengolahanmakanan dan minuman harus dilakukan dengan memperhatikan
kebersihan dan ketepatan sesuai dengan ajaran agama islam.

Sebagai sebuah negara dengan populasi umat Muslim terbesar di
dunia yang mencapai sekitar 90% dari total populasi penduduknya,

Indonesia memiliki potensi pasar konsumen Muslim yang signifikan.!

hlm. 35.

! Sapta Nirwanda, “Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle,” Majalah GATRA, (2015),



Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa konsumen Muslim di
Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta, sebagai salah satu pusat budaya
dan pendidikan penting di negara ini, berhak mendapatkan sebuah kepastian
hukum yang tegas dan kuat terkait dengan aspek kehalalan produk makanan
dan minuman. Hal ini terutama relevan dalam konteks pengamalan agama,
khususnya dalam hal pemenuhan syarat-syarat hukum Islam terkait
konsumsi makanan dan minuman.

Dalam menyikapi hal ini pemerintah Indonesia membuat peraturan
Perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa: 2

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang

diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau

penetapan kehalalan Produk oleh MUIL, MUI Provinsi, MUI

Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau

Komite Fatwa Produk Halal.”

Sertifikasi halal merupakan suatu_proses klarifikasi atau ketegasan
terhadap produk-produk yang memiliki ketidakjelasanterkait kehalalannya.
Proses ini melibatkan penelusuran dari tahap penyiapan bahan baku,
produksi, hingga penyimpanan, termasuk pengendalian agar tetap konsisten

dalam kehalalannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal diterapkan pada

produk-produk yang masih memiliki ketidakjelasan aspek kehalalannya.

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan kepastian mengenai status
kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.
Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan memengaruhi
jumlah pembelian produk tersebut.

Sertifikasi halal merupakan norma etika dalam berbisnis yang
seharusnya diterapkan oleh produsen sebagai bentuk jaminan kehalalan
produk bagi konsumen. Selain berfungsi sebagai jaminan kehalalan bagi
konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat ekonomis bagi
produsen, antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena
kehalalannya terjamin, (2) Menjadi Poin Penjualan Unik atau USP (Unique
Selling Point), (3) Mampu meraih pangsa pasar halal secara global, (4)
Meningkatkan daya jual produk di pasar, (5) Merupakan investasi yang
ekonomis jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang dapat
dicapai.®

Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan di wilayah hulu
Kota, Yogyakarta dan . termasuk dalam _ wilayah. aglomerasi akibat
perkembangan "Kota Yogyakarta. " Kecamatan Depok,” Gamping, serta
sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati adalah bagian dari
aglomerasi Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman juga berfungsi sebagai
wilayah sub-urban yang menghubungkan desa dan kota. Kecamatan

Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak lebih jauh dari Yogyakarta,

% Hayyun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan
Implementasi”, Journal of Halal Product and Research, Vol. 2:2, (Desember 2019), hlm. 69.



telah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan pusat
pertumbuhan sub-urban. Selain itu, Kecamatan Tempel, Pakem, dan
Prambanan berfungsi sebagai kota pusat pertumbuhan bagi wilayah
sekitarnya dan menjadi penyangga atau batas perkembangan Kota
Yogyakarta.*

Meskipun peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal telah
diberlakukan, saat ini masih terdapat ketidakpatuhan atau kekurangan akan
kesadaran hukum yang cukup signifikan dari sebagian pelaku bisnis kuliner
di Kabupaten Sleman terkait kewajiban dalam memperoleh sertifikasi halal.
Pada akhirnya hal ini menjadi sangat menonjol di antara mereka yang
mungkin menganggap bahwa melakukan proses pendaftaran sertifikasi
halal tidak menjadi prioritas utama dalam bisnis kuliner para pengusaha.
Akibat dart kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha kuliner adalah
kehilangan kepercayaan konsumen terutama yang beragama Islam yang
dapat berdampak negatif pada penjualan.

Hal ini menunjukkan bahwa analisis kesadaran hukum sertifikasi
halal 'dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman memiliki peran penting
dalam memahami dampak dan implementasi kebijakan ini serta bagaimana
itu memengaruhi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan agama dalam

masyarakat setempat.

4 “Karakteristik Wilayah”, https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-
sleman/geografi/karakteristik-wilayah/, akses pada 16 Juni 2024
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penulis merasa
penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesadaran

Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner di Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi aturan hukum tentang sertifikasi halal dalam
bisnis kuliner di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku bisnis kuliner di Kabupaten

Sleman terhadap aturan hukum sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Mengetahui aturan hukum, prosedur, dan implementasi sertifikasi
halal dalam bisnis kuliner sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten
Sleman
b. Mengetahui perilaku dan tingkat kepatuhan pelaku usaha kuliner di
Kabupaten' «Sleman! 'terhadap | jaturan < hukum sertifikasi halal,
termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan strategi
yang digunakan untuk mematuhi peraturan tersebut.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang lebih
mendalam dan terperinci mengenai kerangka hukum yang ada,
memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan

praktik sertifikasi halal dalam sektor kuliner, dan dapat memberikan



kontribusi penting terhadap perkembangan pengetahuan dan

perbaikan dalam implementasi hukum terkait sertifikasi halal di

bidang bisnis kuliner.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka
memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Untuk menambah wawasan yang lebih mendalam dan
komprehensif mengenai proses sertifikasi halal dalam bisnis
kuliner dan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha bisnis
kuliner di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjadi sumber
pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa yang
tengah mengejar pendidikan tinggi, tetapi juga bagi para
penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengawasi
kepatuhan aturan tersebut, serta masyarakat luas yang memiliki
kepentingan dalam memahami dan mendukung praktik kuliner

yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

D. Telaah Pustaka
Pertama, penelitian yang disusun oleh Inarotul Ulya yang berjudul
“Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap
Minat Beli Produk Makanan Halal”. Skripsi ini menggunakan metode
pendekatan kuantitatif. Hasil dari skripsi ini adalah Sertifikasi Halal,

Religiusitas dan Bahan Makanan memiliki dampak yang sama-sama positif



dan signifikan terhadap Minat Beli. Bukti dari uji F-test menunjukkan
bahwa variabel-variabel Sertifikasi Halal, Religiusitas, dan Bahan Makanan
secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Minat Beli,
dengan nilai fhitung melebihi ftabel (14,964 > 2,70). Selain itu, tingkat
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 menegaskan bahwa dampak tersebut
adalah signifikan.. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh
penulis adalah kualitatif bersifat deskriptif sedangkan skripsi tersebut
menggunakan metode penelitian kuantitatif.®

Kedua, artikel ilmiah yang dibuat oleh Warto A.S. dengan judul
“Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan
pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Hasil dari penelitian yang
telah dilakukan ialah Indonesia menjadi pasar yang paling potensial sebagai
pusat industri halal dunia tinggal bagaimana masyarakat Indonesia
mengelolanya, ada 4 strategl yang dapat diupayakan, diantaranya; 1). Harus
ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah:-2). Undang-undang
Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) harus bisa
menjadi alat yang bisa meng-engineer perubahan. 3). Adanya
pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan

sertifikasi halal sebagai bagian dari exellent service. Penelitian ini memiliki

5 Inarotul Ulya, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap
Minat Beli Produk Makanan Halal”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Semarang, (2021).



perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yakni objek yang
diteliti oleh penulis adalah para pelaku usaha dalam menanggapi kebijakan
sertifikasi halal di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut lebih
kepada implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia.®

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Adli Febrian dengan judul
“Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota
Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”. Penelitian
skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Temuan dari penelitian tersebut ialah Konsumen Rumah Makan Uda Denai
berpendapat bahwa sertifikat halal penting untuk menjamin kehalalan
produk. Meskipun tanpa sertifikat halal, mereka tidak langsung
menganggap bahwa usaha rumah makan tersebut tidak halal atau kurang
baik. Namun, beberapa konsumen tidak menganggapnya sebagai faktor
utama karena mereka sudah lama mengetahui dan yakin bahwa rumah
makan tersebut memproduksi makanan halal. Kendala pemilik Rumah
Makan Uda  Denai. dalam memiliki  sertifikat halal  adalah kurang
pemahaman terkait cara pembuatannya. Penelitian yang ‘disusun oleh Adli
febrian memiliki perbedaan dengan penulis lakukan yaitu pada wilayah
yang diteliti penulis adalah di Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut

dilakukan di wilayah Bengkulu.’

& Warto A.S, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”,
Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2:1 (2020), hlm. 98-112.

7 Adli Febrian, “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di
Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (2021).



Keempat, penelitian yang disusun oleh Annisa Dwi Siswanti dengan
judul “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan
Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan
(library research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer
dan sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Penerapan
sertifikasi dan labelisasi barang gunaan sesuai dengan regulasi, baik
sebelum maupun setelah regulasi sertifikasi halal diterapkan. Produk yang
dapat disertifikasi halal terbatas pada yang berbahan baku unsur hewan.
Penerapan sertifikasi halal juga telah mematuhi aqashid syari’ah dengan
memenuhi lima unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, dan
keturunan. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi dan labelisasi pada produk
gunaan dianggap sebagai keharusan. Perbedaan penelitian tersebut berbeda
dengan Penulis lakukan yakni pada metode yang digunakan, Penulis
menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Annisa Dwi Siswanti adalah kualitatif studi kepustakaan.®

Kelima, artikel ilmiah yang disusun oleh Hassanalwildan Ahmad
Zain, Fifik Wiryani dan Idaul Hasanah dengan judul “Kesadaran Hukum
Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menerapkan

2 (dua) teknik pengumpulan data yakni studi lapangan (field research) dan

8 Annisa Dwi Siswanti, “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang
Gunaan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam
Intitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, (2022).
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studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut. Pertama, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota
Malang terkait sertifikasi halal belum maksimal karena ada indikator dan
unsur yang tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, proses pelaksanaan
sertifikasi halal baik dari pihak LPPOM MUI maupun pelaku usaha sudah
sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan. Perbedaan penelitian
tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek
penelitian dan lokasi penelitian. Penulis memfokuskan penelitian pada jenis
usaha kuliner baik skala mikro maupun makro. Lokasi penelitian tersebut
berada di kota Malang, sedangkan Penulis memilih lokasi penelitian di

kabupaten Sleman.®

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis bagaimana penerapan atas kebijakan sertfikasi halal

terhadap para pelaku bisnis kuliner di wilayah Kabupaten Sleman, Penulis

akan menggunakan teori:

1. Teori Perlindungan Hukum
Menurut- Fitzgerald. sebagaimana dikutip- Satjipto Raharjo yang
menguraikan teori perlindungan hukum Salmond, menyatakan bahwa
fungsi utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam

konteks lalu lintas kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap

9 Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani dan Idaul Hasanah, “Kesadaran Hukum
Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”, Indonesia Law Reform Journal,
Vol. 1: 1, (2021).
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suatu kepentingan khusus hanya dapat dicapai dengan cara membatasi
berbagai kepentingan lainnya. Dengan demikian, hukum menjadi alat
penting untuk mengelola dan mengatur hak serta kepentingan
manusia.

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai langkah atau
usaha yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum. Tujuan
utama dari perlindungan ini adalah menciptakan ketertiban dan
ketentraman, membuka peluang bagi setiap individu untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia dengan optimal. Dengan kata lain,
perlindungan hukum menjadi alat penting dalam memastikan bahwa
kekuasaan penguasa tidak disalahgunakan dan bahwa setiap anggota
masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, teratur, dan damai.!
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi yang menegaskan ketetapan dan

kepastian, esensial dalam menjaga keadilan dan-keteraturan. Hukum

harus jelas”dan "adil, menjadi pedoman” perilaku yang mendukung

struktur sosial yang dianggap wajar. Kepastian ini tidak hanya bersifat

normatif, melainkan juga merupakan prasyarat untuk memastikan

10 Satjipto Raharjo, IImu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

11 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), him. 3.
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hukum menjalankan perannya secara efektif dan adil, sehingga
menjawab pertanyaan esensialnya secara tegas.*?

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup dua konsep,
yakni adanya aturan umum yang memberikan pemahaman kepada
individu mengenai tindakan yang diizinkan atau tidak diizinkan. Selain
itu, kepastian hukum juga mencakup perlindungan bagi individu dari
tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan umum
memungkinkan individu mengetahui batasan dan wewenang Negara
terhadap mereka.'3

3. Teori Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, merujuk pada kesadaran seseorang terhadap pemahaman
bahwa tindakan tertentu diatur oleh hukum 4
Pada suatu tahap tertentu, diharapkan bahwa kesadaran terhadap hukum
dapat menjadi dorongan bagi individu untuk mematuhi, melaksanakan,
atau tidak melaksanakan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh
hukum. Oleh karena itu, meningkatkan ‘kesadaran hukum dianggap

sebagai aspek krusial dalam upaya memastikan penegakan hukum yang

efektif.

12 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum (Bandung: Penerbit Citra Aditya
Bakti, 1999), him. 23.

14 Suharso, Retnonigsih Anna., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Semarang:
Widia Karya Semarang, 2005).
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Pemahaman hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang
kata dasarnya adalah sadar yang berarti tahu dan mengerti. Secara
keseluruhan, kesadaran hukum merujuk pada pengetahuan dan
pemahaman tentang hukum, seperti yang dijelaskan oleh Ewick dan
Silbey. Kesadaran hukum mengacu pada cara orang memahami hukum
dan lembaga-lembaga hukum, yakni pemahaman yang memberikan
makna kepada pengalaman dan tindakan individu.®

Menurut pandangan Ewick dan Silbey, terbentuknya kesadaran
hukum terjadi melalui tindakan dan oleh karena itu menjadi subjek
penelitian praktis. Secara sederhana, kesadaran hukum merupakan isu
yang berkaitan dengan hukum sebagai perilaku, bukan hukum sebagai

peraturan norma atau asas.10

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Peneilitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data-data
diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menentukan subyek
penelitian-sebagai informan.'’ Dalam rangka.mendapatkan pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai bagaimana para pelaku usaha bisnis

kuliner di Kabupaten Sleman, seperti pemilik restoran, café, rumah

15 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510.

hlm. 7.

16 Ipid., hlm. 511.

1" Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995),
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makan, dan lainnya, menghadapi dan mematuhi aturan hukum
sertifikasi halal, penelitian ini melibatkan tahap wawancara langsung.
Subjek penelitian yang dimaksud adalah dapat memberikan data dan
informasi yang lengkap untuk menggambarkan dinamika implementasi
serta keterlibatan mereka dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
Melalui interaksi langsung ini, penulis berupaya merinci tantangan,
pengalaman, dan persepsi yang mungkin muncul dalam upaya para
pelaku bisnis kuliner untuk memahami, mengimplementasikan, dan
mengikuti aturan hukum sertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif
analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah mencatat informasi
aktual secara rinci, melukiskan gejala, mengidentifikasi permasalahan,
memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, serta membuat
perbandingan atau evaluasi. Tujuannya adalah menentukan tindakan
yang diambil oleh orang lain dalam menghadapi permasalahan serupa
dan belajar ‘dari pengalaman mereka, untuk merumuskan rencana dan
keputusan yang relevan untuk masa yang akan datang.®
3. Pendekatan Penelitian
Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk

memahami implementasi hukum dalam praktik. Dengan pendekatan ini,

18 Ibid., hlm. 133.
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hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan perilaku, tetapi
juga sebagai suatu proses dan lembaga sosial yang aktif.!® Penelitian
yuridis empiris menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari
masyarakat melalui penelitian lapangan, melibatkan pengamatan,
wawancara, dan kuesioner, hal itu berbeda dengan penelitian hukum
normatif yang bersumber dari data sekunder.?’ Penelitian lapangan ini
akan menjadi efektif jika menggabungkan fakta dengan peraturan
perundang-undangan terkait kebijakan sertifikasi halal untuk usaha
mikro, kecil, dan menengah.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti akan mengobservasi penerapan
kebijakan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Kabupaten Sleman
untuk memberikan gambaran realistis tentang perilaku atau kejadian,
menjawab pertanyaan, memfasilitasi pemahaman perilaku manusia, dan
melakukan evaluasi, diperlukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan
memberikan umpan _balik berdasarkan_ hasil pengukuran tersebut.?
Setanjutnya melakukan ‘wawancara terhadap para-pelaku usaha dalam
bisnis kuliner di Kabupaten Sleman yakni melalui interaksi tatap muka

antara Penulis dengan informan. Wawancara dapat dilakukan dengan

1% Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, Metode Penelitian Hukum (Tangerang
Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), hlm. 47.

2 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

2L Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya llmiah,
(Jakarta: Kencana, 2011, Cet. Pertama), him. 140.
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atau tanpa menggunakan pedoman, melibatkan kedekatan sosial yang
telah terjalin antara keduanya dalam kurun waktu yang relatif lama.?
Teknik terakhir yang akan digunakan Penulis adalah studi dokumentasi
sebagai alat pengumpulan data, dilakukan dengan menghimpun
dokumen atau catatan terkait topik penelitian. Untuk analisis, peneliti
memerlukan dokumen terkait sertifikasi halal, termasuk Undang-
Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan regulasi lainnya, serta data
yang diambil dari dokumentasi.
5. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya atau dari sumber pertama di mana data tersebut
dihasilkan. Dalam hal ini wawancara langsung dengan pelaku usaha
bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.
b. Sumber Data Sekunder
1) . Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal,
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif,
(Surabaya: Airlangga University, 2005), hlm. 108.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Sumber data sekunder berasal dari data dokumen, bahan
pustaka, literatur buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian
terdahulu, untuk memberikan keterangan penunjang dan
melengkapi data primer.
3) Bahan Hukum Tersier
Selain dua data sebelumnya, penulis memerlukan data tersier
terkait dengan obyek penelitian. Data tersier ini dapat berupa
informasi dari berbagai website yang relevan dengan obyek
penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan
Ensiklopedia yang relevan.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengolah data menjadi informasi,
memungkinkan pemahaman yang lebih mudah terhadap karakteristik
atau sifat-sifat data, serta memberikan manfaat dalam menjawab
permasalahan. ~ yang _ terkait _ dengan . kegiatan penelitian.?®
Dalam penelitian ini1, digunakan analisis kualitatif deskriptif untuk
memahami dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang
terkumpul. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan berjalannya

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), hlm. 236.
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang khususnya terkait
kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku bisnis kuliner di Kabupaten

Sleman.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan yang terstruktur dalam penelitian ini memiliki peran penting
dalam menjelaskan dan memahami seluruh aspek skripsi. Penulis
menggunakan format penulisan yang terdiri dari lima bab, yang dirancang
secara teratur dan berurutan untuk menjaga keterkaitan antar bab. Berikut
adalah sistematika penulisan dalam skripsi:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar
belakang, rumusan masaah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum,
tinjauan umum tentang jaminan produk halal, tinjauan umum tentang
lembaga penyelenggara sertifikasi halal, tinjauan umum tentang sertifikasi
halal dan tinjauan umum tentang bisnis kuliner.

Bab ketiga, berisi tentang temuan data lapangan yang dilakukan oleh
penulis diantarnya tentang profil wilayah penelitian, sertifikasi halal di
Kabupaten Sleman, profil dunia kuliner di Kabupaten Sleman, peredaran
produk makanan yang sudah bersertifikat di Kabupaten Sleman, dan profil

para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten Sleman.
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Bab keempat, secara umum berisi tentang analisis terhadap data-data
yang penulis dapatkan dan dituangkan dalam bab ketiga. Implementasi serta
kesadaran hukum terhadap kebijakan sertfikasi halal dalam bisnis kuliner di
Kabupaten Sleman.

Bab kelima, ringkasan dari seluruh analisis dalam skripsi ini yang
telah diuraikan. Di tambahkan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai

kontribusi Penulis terhadap temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

yang secara umum membahas tentang Analisis Kesadaran Hukum

Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di Kabupaten Sleman, maka dapat

disimpulkan menjadi dua poin kesimpulan di bawah ini:

I.

Aturan hukum mengenai sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
beberapa pasalnya dirubah dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang Pasal 48. Perubahan peraturan ini memberikan
kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal
secara resmi. Implementasi terhadap aturan hukum sertifikat halal di
Kabupaten Sleman masih. banyak dari pelaku. usaha kuliner belum
sepenuhnya mengimplementasikan: aturan ‘hukum terkait sertifikasi
halal, terutama di kalangan usaha mikro yang menunjukkan kepatuhan
yang sangat rendah. Sebaliknya, usaha menengah memperlihatkan
perhatian dan kepatuhan yang lebih baik terhadap sertifikasi halal,
dengan kesadaran akan pentingnya sertifikat tersebut dan upaya

memenuhi persyaratannya.
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2. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pelaku usaha bisnis kuliner
di Kabupaten Sleman menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang
cukup baik, mayoritas dari mereka menyadari adanya peraturan hukum
mengenai sertifikasi halal dan menganggap bahwa sertifikasi tersebut
penting untuk bisnis kuliner mereka. Dalam kategori usaha mikro,
setengah dari responden dalam penelitian ini menyatakan keengganan
mereka untuk mendaftarkan usahanya guna memperoleh sertifikasi
halal. Alasan utama yang diutarakan adalah kurangnya waktu untuk
mengurus proses sertifikasi tersebut, ketidaktahuan mengenai prosedur
yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal dan tidak adanya
sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk
menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal. Sebaliknya, para
pelaku usaha yang tergolong dalam kategori kelas menengah umumnya
telah memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk yang mereka
tawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih mampu
memenuhi persyaratan .dan standar,yang, ditetapkan dalam proses
sertifikasi halal, " dibandingkan™ dengan usaha mikto yang mungkin

menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi ketentuan tersebut.

B. Saran
Setelah melakukan pembahasan, menganalisis, memberikan pertanyaan
kepada informan yakni para pelaku usaha bisnis kuliner di Kabupaten
Sleman melalui wawancara langsung, dan memberikan kesimpulan atas

Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di
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Kabupaten Sleman, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua

pihak, Penulis memberikan saran atau rekomendasi di bawah ini:

1.

Untuk pemerintah: Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi yang
menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman, terutama
bagi para pelaku usaha, mengenai berbagai aspek yang terkait dengan
sertifikasi halal. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan mendetail
tentang aturan hukum yang berlaku, prosedur yang harus diikuti untuk
mendapatkan sertifikasi halal, serta berbagai manfaat yang dapat
diperoleh setelah memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, para
pelaku usaha akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang
ketentuan-ketentuan terkait sertifikasi halal, sehingga diharapkan
semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan bisnis
mereka guna memperoleh sertifikasi halal.

Untuk masyarakat: Sebagai warga negara yang bertanggung jawab,
sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi segala aturan hukum
yang berlaku, Oleh karenaitu, sangat disarankan bagi para pelaku usaha
untuk mendaftarkan bisnis mereka, guna memperoleh sertifikasi halal.
Memiliki sertifikasi halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap
regulasi yang ada, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan yang
signifikan. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan
kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.
Dengan sertifikasi halal, produk tersebut diyakini telah memenuhi

standar kehalalan yang diakui, sehingga lebih dapat diandalkan oleh



konsumen yang peduli terhadap aspek kehalalan dalam konsumsi

mereka.
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